PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

JI. Ternate no 2, Telepon: (022) 4235026, Faksimili: (022) 4203960,
Website : bkd.jabarprov.go.id, e-mail : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : Kep.191/HM.03/Sekre/2025

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan informasi dan
dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa
Barat, dibentuk pengelola informasi publik sesuai amanat
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.341-
Diskominfo/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 59523);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
57);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011
tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik,
dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2021 Nomor 4);

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan Transparansi dalam  Penyelenggaraan
Pemerintah daerah;

13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/KEP.341-
DISKOMINFO/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan . Keputusan  Gubernur Jawa Barat Nomor  067/KEP.341-
DISKOMINFO/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

KESATU : Pengelola informasi dan dokumentasi pada Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut PLID, dengan
susunan personalia dan uraian tugas serta struktur organisasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran Il, dan Lampiran
I11, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur
ini.
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KEDUA : PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan
tugas dan fungsi sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
067/Kep.341-Diskominfo/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi.

KETIGA . Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT :  Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, nomor:
KEP.495/HM.03/SEKRE/2022 tanggal 2 Januari 2022 dinyatakan
tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 28 Februari 2025

a.n. Gubernur Jawa Barat
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
® PROVINSI JAWA BARAT

H. SUMASNA, ST., MUM.
. Pembina Utama Madya
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. PPID Utama

Il.  PPID Pelaksana
Anggota

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR . Kep.191/HM.03/Sekre/2025

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025

TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Barat

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Hermin Wijaya, S.T., M.Kom.
(Kepala Bidang Mutasi dan Promosi)

2. Anita Ratnaningsih Supriyo, S.STP., M.M.
(Kepala Bidang Pengembangan Aparatur & Penilaian

Kompetensi)
3. Dr. Rully Raslina Novianti, S.Pd., M.Pd.
(Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda)

4. Yadi Slamet Riyadi, S.Pd., MM.
(Perencana Ahli Muda)

[1l.  Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

Ketua

Anggota

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Pegawai
1. Budiana Yusuf Nurkholis, S.STP.,M.Tr.A.P.

(Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda)

2. Egi Pranata, S.STP.
(Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama)

3. R. Taufan Maulana Sidiq, S.STP., M.AP.
(Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda)

4. Monica Elizabeth Natalia, S.STP.
(Analis Sumber Daya Manusia Aparatur)

5. Asep Setiawan, S.T.
6. Ellen Silviana, S.ST.

VI. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ketua
Anggota

DE585E3DE6

Kepala Bagian Tata Usaha

1. Farisa Ulfa, S.Psi.
(Pengelola Kepegawaian)

2. R. Akil Kingkin Kudratullah, S.Sos.
(Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama)

3. Ahmad Soni Julpikar, S.Kom, M.Kom.
(Pranata Komputer Ahli Pertama)

4. Ahmad Soebagdja, S.IP.
(Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda)

5. Fahmi Ma’ruji, ST.
Mochamad Galvan, S.l1.Kom.
7. Muhamad Rozak, S.I.Kom.

o
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VII.  Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa
Ketua . Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
Anggota : 1. Cahyo Purwanto, S.H., M.H.
(Analis Hukum Ahli Muda)

2. Kellie Praja Putra, S.STP. M.Tr.1.P.
(Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama)

3. Asep Ramdan Mardhika, S.Sos.
(Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama)

4. Whisnu Yudhistira, S.STP, M.A.P.
(Perencana Ahli Pertama)

a.n. Gubernur Jawa Barat
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,
Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
° PROVINSI JAWA BARAT

H. SUMASNA, ST., MUM.
. Pembina Utama Madya
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LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR . Kep.191/HM.03/Sekre/2025

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025

TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

URAIAN TUGAS

l. PPID Utama, mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat;

d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik
dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk
dipublikasikan;

g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas 14 (empat belas) Informasi Publik yang
akan dikecualikan;

h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh
publik; dan

J. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan
kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau
Petugas Pelayanan Informasi.

Il.  PPID Pelaksana, mempunyai tugas:

a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;

c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan
pelayanan Informasi Publik;

d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan
Publik;

e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

f.  membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi
Publik; dan

g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses
oleh publik.

[11.  Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi
Informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan
informasi;

c. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
kepada PPID Pelaksana;

d. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan
perundang-undangan;

e. menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta
dokumentasi;
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f. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

g. membuat draf Standar Layanan Operasional Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi
Informasi untuk ditetapkan PPID Pelaksana; dan

h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan
Klasifikasi Informasi.

IV. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan penyusunan program Kkerja Bidang Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi
informasi, dan dokumentasi;

c. berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam
penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
kepada Ketua PPID Pelaksana;

d. menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan

perundang-undangan;

menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi;

menyelenggarakan penggandaan naskah dinas;

membuat draf Standar Layanan Operasional Bidang Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi untuk ditetapkan PPID Pelaksana;

h. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

i.  Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi;

J. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
k. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Q — o

V. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, mempunyai tugas:

menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa;

menyelenggaran penyusunan pedoman teknis (SOP) pengaduan dan penyelesaian
sengketa;

mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan
Publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi dan
Pengadilan;

f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian
Sengketa;

menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
menyelenggarakan koordinasi dengan Atasan PPID, PPID Utama, dan PPID Pelaksana
dalam penyelesaian sengketa informasi; dan

i.  menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
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LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

Kep.191/HM.03/Sekre/2025
28 FEBRUARI 2025
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

PPID Utama

Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Barat

J

PPID Pelaksana

(
L

Sekretaris Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Barat

~N

\_

J
Bidang Pengolahan Data dan ) rBidang Pelayanan Informasi ( Bidang Fasilitasi Sengketa )
Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi Informasi
Kepala Bidang Pengadaan, Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bidang Penilaian
Pemberhentian dan Informasi Kinerja Aparatur dan
Pegawai Penghargaan
VAN VAN J

SH s
DE585E3DEG

Tenaga Teknis

a.n. Gubernur Jawa Barat
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
L PROVINSI JAWA BARAT

H. SUMASNA, ST., MUM.
. Pembina Utama Madya

https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DE585E3DE6
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